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Lampiran 1 Profil Pengadilan Agama 

1. Sejarah Pengadilan Agama Banjarbaru dan Marabahan 

a. Sejarah Pengadilan Agama Banjarbaru 

Dengan merujuk pada beberapa pandangan para ahli, Zaini Ahmad Noeh 

menjelaskan bahwa pembentukan lembaga peradilan Islam (Qadla) dapat 

berlangsung melalui tiga mekanisme, yaitu: 

Pertama, penyelenggaraan peradilan dilakukan berdasarkan pelimpahan 

kewenangan (tauliyah) dari Imam, yaitu pemimpin atau kepala negara yang 

dalam hukum Islam dikenal sebagai waliyul amri. Dalam kondisi tertentu, 

apabila seorang penguasa yang memiliki kebebasan (dzu syaukah), bahkan 

seorang sultan non-Muslim, mengangkat hakim yang belum sepenuhnya 

memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka putusan hakim tersebut tetap 

dapat dianggap sah. Hal ini dilakukan demi menjaga kemaslahatan masyarakat 

dan menghindari terabaikannya kepentingan umum. 

Kedua, apabila suatu wilayah tidak memiliki Imam atau penguasa yang 

berwenang, maka kewenangan untuk mengangkat hakim dapat diberikan oleh 

ahl al-hall wa al-‘aqd, yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh 

dan kewibawaan serta bertindak atas dasar kesepakatan bersama. Kelompok ini 

dapat dianalogikan dengan para tetua adat atau sesepuh masyarakat yang 

berperan dalam mengambil keputusan penting. Secara terminologis, ahl al-hall 

wa al-‘aqd berarti pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan 

maupun mencabut suatu keputusan. Dalam literatur hukum adat yang ditulis 
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oleh Van Vollenhoven, istilah tersebut diterjemahkan sebagai pihak yang 

berwenang untuk “mengikat dan melepaskan”, sekaligus dipahami sebagai 

suatu majelis yang memiliki fungsi memilih pemimpin negara yang baru.  

Ketiga, Dalam keadaan tertentu ketika tidak terdapat hakim yang 

berwenang di suatu daerah, para pihak yang bersengketa dapat menempuh 

mekanisme tahkim, yaitu menunjuk seseorang untuk bertindak sebagai hakim 

dalam menyelesaikan sengketa mereka. Mekanisme ini mensyaratkan adanya 

persetujuan dari kedua belah pihak untuk menerima dan mematuhi putusan yang 

akan dijatuhkan. Sleain itu, kewenangan hakim yang ditunjuk melalui tahkim 

terbatas pada perkara tertentu dan tidak mencakup penjatuhan sanksi pidana 

atau hukuman badan lainnya.1 

b. Sejarah Pengadilan Agama Marabahan 

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Marabahan tidak dapat 

dipisahkan dari pembentukan lembaga peradilan agama di wilayah Kalimantan 

Selatan. Lembaga ini pada awalnya didasarkan pada Staatsblad Tahun 1937 

Nomor 638 dan Nomor 639 yang membentuk Kerapatan Qadhi sebagai 

lembaga peradilan agama. Namun, pada tahun 1952 Kerapatan Qadhi 

dihapuskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 

1952 dengan pertimbangan penataan kelembagaan pemerintahan. Akibat 

kebijakan tersebut, wilayah hukum Kerapatan Qadhi Marabahan berada di 

bawah kewenangan Kerapatan Qadhi Banjarmasin. Seiring dengan kebutuhan 

 
1 Sejarah Pengadilan - Pengadilan Agama Banjarbaru, Profil Pengadilan, 10 November 

2018, https://pa-banjarbaru.go.id/sejarah-pengadilan/. 
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masyarakat akan pelayanan peradilan agama, Inspektorat Peradilan Agama 

Banjarmasin mengajukan usulan kepada pemerintah melalui surat tertanggal 29 

Juli 1966 Nomor B/I/389 yang pada pokoknya mengusulkan pembentukan 

kembali Kerapatan Qadhi Marabahan. Usulan tersebut kemudian 

ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 

89 Tahun 1967 tentang Pembentukan Kembali Pengadilan Agama Marabahan.  

Sejak berdiri hingga saat ini, kepemimpinan Pengadilan Agama 

Marabahan telah mengalami beberapa kali pergantian. Adapun nama-nama 

ketua yang pernah memimpin lembaga tersebut adalah sebagai berikut:  

1)  K. H. Bijuri (1938-1940); 

2)  K. H. Basuni (1941-1950); 

3)  K. H. Abd. Salam (1976-1984); 

4)  Drs. H. Fahrudin Hamid (1984-1986); 

5)  Drs. Gazali Hasbullah (1986-1995); 

6)  Drs. H. M. Helmi, SH (1995-2002); 

7)  Drs. Taberani Adi Yadi, SH (2002-2007); 

8) Drs. H. Mahjudi (2007-2010); 

9)  Drs. H. Bahran, MH (2012-2017); 

10) Drs. Parhanuddin (2017-2018); 

11) Rusdiana, S.Ag (2018-2020); 

12) H. Subhan, S.Ag., S.H (2020-2020); 

13) Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H (2020-2021); 

14) Maya Gunarsih, S.H.I (2021-2022); 

15) H. Dede Andi, S.H.I.,M.H. (2022-2024); 

16) Dr. Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. (2024 sampai sekarang). 

2. Visi Misi Pengadilan Agama Banjarbaru dan Marabahan 
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a. Visi Pengadilan Agama Banjarbaru 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarbaru yang Agung” 

b. Misi Pengadilan Agama Banjarbaru 

 Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru 

menetapkan beberapa misi, yaitu;  

1) Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan, dan akuntabel 

2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 

3) Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

4) Meningkatnya lepatuhan terhadap putusan pengadilan 

5) Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan 

b. Visi Pengadilan Agama Marabahan 

Terwujudnya Pengadilan Agama Marabahan yang Agung 

c. Misi Pengadilan Agama Marabahan 

 1) Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana. tepat waktu, 

transparan dan akuntabel 

 2) Meningkatkan akseptibilitas terhadap putusan hakim 

 3) Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 

 4) Meningkatkan kemudahan akses masyarakat pencari keadilan dan    

transparansi informasi pengadilan 

3. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarbaru dan Marabahan 

a. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarbaru 

 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 

Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
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Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok 

Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, 

Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, dan Ekonomi 

Syariah. 

Fungsi Pengadilan Agama Banjarbaru antara lain sebagai berikut : 

1. Fungsi mengadili (judicialpower), Pengadilan Agama berwenang menerim

a memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 

2. Fungsi pembinaan, fungsi ini diwujudkan melalui pemberian arahan, 

bimbingan, dan petunjuk kepada aparatur pengadilan, baik pejabat 

struktural maupun fungsional. Pembinaan tersebut mencakup aspek teknis 

yudisial, adminsitrasi peradilan, administrasi umum, pengelolaan keuangan, 

kepegawaian, perlengkapan, serta pembangunan kelembagaan. 

3. Fungsi pengawasan, Pengadilan Agama memiliki tugas melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku aparatur peradilan, 

yang meliputi hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, serta jurusita 

dan jurusita pengganti. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

proses peradilan berjalan secara tertib, cermat, dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap 
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penyelenggaraan administrasi kesektariatan dan pelaksanaan pembangunan 

di lingkungan pengadilan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

4. Fungsi nasehat, Pengadilan Agama dapat memberikan pertimbangan, 

pendapat, maupun nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi 

pemerintah yang berada dalam wilayah hukumnya apabila diperlukan atau 

diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 

2006). 

5. Fungsi administratif, Pengadilan Agama menyelenggarakan administrasi 

peradilan yang berkaitan dengan proses perkara dan persidangan, serta 

administrasi umum yang meliputi bidang kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, dan tata usaha. (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). 

6. Fungsi Lainnya : 

a) Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi dan organisasi terkait 

dalam pelaksanaan kegiatan hisab dan rukyat dengan instansi lain yang 

terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

b) Pelayanan penyuluhan hukum, mendukung kegiatan penelitian dan 

pengkajian, serta memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat 

sebagai wujud keterbukaan dan transparansi lembaga peradilan, sepanjang 

diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 
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b. Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Marabahan 

Pengadilan Agama Marabahan bertugas dan berwenang mengadili 

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. 

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-

perkara Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan 

Ekonomi Syari’ah. 

Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa 

Pengadilan Agama berwenang memberikan penetapan (itsbat) kesaksian rukyat 

hilal dalam rangka penentuan awal bulan pada kalender Hijriah. Dalam 

penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa selama ini Pengadilan Agama 

diminta oleh Menteri Agama untuk menetapkan kesaksian orang yang telah 

melihat hilal, khususnya pada penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal. 

Penetapan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Menteri Agama dalam 

menetapkan secara nasional awal bulan Hijriah, seperti 1 Ramadhan dan 1 

Syawal. Selain itu, Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau 

nasihat terkait perbedaan penentuan arah kiblat serta penentuan waktu salat. 

Dalam penjelasan undang-undang yang sama, juga ditegaskan adanya 

kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pengangkatan anak berdasarkan 

ketentuan hukum islam. Di samping itu, Pengadilan Agama memiliki 

kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama sengketa 
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kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah 

hukumnya. 

Fungsi Pengadilan Agama Marabahan: 

1. Melakukan pembinaan terhadap aparatur pengadilan, baik pejabat 

struktural, pejabat fungsional, maupun pegawai lainnya, yang mencakup 

aspek administrasi, teknis yudisial, serta administrasi umum. 

2. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta perilaku 

hakim dan seluruh aparatur pengadilan lainnya sebagaimana diatur dalam 

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2)  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 

3. Menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang kekuasaan kehakiman 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

4. Alamat dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarbaru dan  Marabahan 

 a. Alamat dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarbaru  

1) Alamat  

Jl. Trikora No. 4 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru 

Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 

 2) Wilayah Yuridiksi  

      Kota Banjarbaru memiliki Kecamatan serta Kelurahan sebagai berikut: 

a). Kecamatan Banjarbaru Selatan 

Kelurahan di Kecamatan Banjarbaru Selatan di Kota Banjarbaru 4 

(empat) Kelurahan: Kelurahan Guntung Paikat, Kelurahan 
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Kemuning, Kelurahan Loktabat Selatan, Kelurahan Sei/Sungai 

Besar. 

b). Kecamatan Banjarbaru Utara 

Kelurahan di Kecamatan Banjarbaru Utara di Kota Banjarbaru 4 

(empat) Kelurahan: Kelurahan Komet,Kelurahan Loktabat Utara, 

Kelurahan Mentaos dan Kelurahan Sei/Sungai Ulin. 

c) Kecamatan Cempaka 

Kelurahan di Kecamatan Cempaka di Kota Banjarbaru 4 (empat) 

Kelurahan: Kelurahan Palam, Kelurahan Bangkal, Kelurahan 

Cempaka dan Kelurahan Sei/Sungai Tiung. 

d) Kecamatan Landasan Ulin 

Kelurahan di Kecamatan Landasan Ulin di Kota Banjarbaru 4  

(empat) Kelurahan: Kelurahan Guntung Payung, Kelurahan 

Guntung Manggis, Kelurahan Landasan Ulin Timur dan Kelurahan 

Syamsudin Noor. 

e) Kecamatan Liang Anggang 

Kelurahan di Kecamatan Liang Anggang di Kota Banjarbaru 4 

(empat) Kelurahan: Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kelurahan 

Landasan Ulin Tengah, Kelurahan Landasan Ulin Selatan dan 

Kelurahan Landasan Ulin Utara. 

b. Alamat dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Marabahan 

1) Alamat 
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Pengadilan Agama Marabahan beralamat di Jalan Jendral 

Sudirman, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan Kec. Marabahan Kabupaten Barito Kuala. 

2) Wilayah Yuridiksi 

Pengadilan Agama Marabahan memiliki 17 (tujuh belas) 

Kecamatan dan 201 (dua ratus satu) Desa sebagai berikut: 

a) Kecamatan Tabunganen dengan 14 (empat belas) Desa 

b) Kecamatan Tamban dengan 16 (enam belas) Desa 

c) Kecamatan Mekarsari dengan 9 (sembilan) Desa 

d) Kecamatan Anjir Pasar dengan 15 (lima belas) Desa 

e) Kecamatan Anjir Muara dengan 15 (lima belas) Desa 

f) Kecamatan Alalak dengan 18 (delapan belas) Desa 

g)  Kecamatan Mandastana dengan 14 (empat belas) Desa 

h) Kecamatan Belawang dengan 13 (tiga belas) Desa 

i) Kecamatan Wanaraya dengan 13 (tiga belas) Desa 

j) Kecamatan Barambai dengan 11 (sebelas) Desa 

k) Kecamatan Cerbon dengan 8 (delapan) Desa 

l) Kecamatan Rantau Badauh dengan 9 (Sembilan) Desa 

m) Kecamatan Bakumpai dengan 9 (Sembilan) Desa 

n) Kecamatan Marabahan dengan 10 (Sepuluh) Desa 

o) Kecamatan Tabukan dengan 11 (Sebelas) Desa 

p) Kecamatan Kuripan dengan 9 (Sembilan) Desa 

q) Kecamatan Jejangkit dengan 7 (Tujuh) Desa. 
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3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama 

a. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Marabahan: 

 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Marabahan  

 

b. Struktur Pengadilan Agama Banjarbaru: 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarbaru 
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Lampiran 2 Pedoman Wawancara 
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Lampiran 3 Dokumentasi bersama para informan penelitian 

  
Dok. Wawancara  Islah Farid, 

S.H.I.,M.H , Hakim Pengadilan Agama  

Marabahan 

 

Dok. Wawancara Ja’far Shodiq,S.H.I., 

Hakim Pengadilan Agama  Marabahan 

 

 

Dok. Wawancara Dr. H. Ahmad 

Rasyidi Halim, S.H.,M.H 

 

Dok. Wawancara Dr. Muhammad Nafi, 

S.Pd.I.,S.H.I.,S.H.,M.Sy. 

  
Dok. Wawancara Hikmah, 

S.Ag.,M.Sy., Ketua Pengadilan 

Agama Banjarbaru 

Dok. Wawancara Agustian 

Raihani,S.H.I Panmud Hukum 

Pengadilan Agama Banjarbaru 
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Lampiran 4 Penetapan Judul dan Pembimbing 
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Lampiran 5 Penetapan Waktu Ujian Proposal 
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Lampiran 6 Berita Acara Ujian Proposal 
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Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Riset 
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Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Riset 
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Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif 
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 Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis AL-Qur'an 
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Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer 

 
 

 



103 
 

 
 

 Lampiran 12 Sertifikat TOEFL 
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Lampiran 13 Surat Keterangan Perolehan SKK 
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